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PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA FADANG PANJANG
NOMOR (0 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ASAF ROKOK
DAN KAWASAN TERTIB ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : & bahwa sehubungan dengen telah diundangkunnya Peraturan Dacrah Kota
Padang Penjarg Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok
dan Kawesan Tertib Rokok maka untuk leblh efekiif dan efisiennyu
pelaksapaan Pemturan Dasrah terschbut perlu  ditetapkan peraturan

pelakeanasnnya;

b. behwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalem huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk
Pelaksanaa Peraturan Deersh Kotu Padeng Panjang Nomor 8 Tahon 2009
tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawngen Tertib Rokok.

Mengingat : |. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 temtang Pembentukan Daeral
Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Ducrah Propinsi Sumaters Tengah
(Lembaran Negera Republik Indonesie Tabun 1956 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 962);

[ %)

- Undang-Undang Nomor 3 Tabun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenapa Ketj
(Lembaran Negars chu?lik Indonesia Tabun 1992 Nomor 14, Tngmhn;:
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatay
Negara ch.ub{lk Indonesia Tabun 1992 Nomer ]0Q, Tmhﬂhm{m
Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 wntan ngkun
Tl-:hdup {Ltﬂmhm Negara Repuhlik .'MEITHJT;;I [I"El o,
mbahan Lembaran Negars Republik hdmthm.‘:‘ﬁ??]- SRS

u“d"“num"“ﬁ Nomor &
Tah y
(Lembaran Negara Republik [u;l 1?9? Sominng Perlindungan Konsumen

Lembaran Negara Repybljk l“"mﬂn;ni:h;?;g;? Nomor 42, Tambahan
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ienlang Penyelenggarsan Negam
yang Bersih dan Bebes dari Korupsi, Kolus dan Nepolisme (Lemberan
Negara Republik Indonesia Tehun 1999 Nomor 75, Tambehan Tembaran
Negare Republik Indonssia Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tabun 1999 tcatang Hak Azasi Manusis
(Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembarmn Negara Repubdlik Indonesia Nomor 3886);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 temtang Perlindungan Anask
(Lembamn Negara Republik Indonesis Tahun 2002 Nomor (09, Tumbahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4235);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tuhun 2003 tentarg Ketenagakerjaan (1emluran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembarun
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

10. Undang-Undang Womor 17 Tahun 2003 (cotang Keuangan Neganz
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahas

Lembuaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

11. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2005 wntang Sistin Peadidikan Nasionsl
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambshan
Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 4301},

12. Undung-Undacg Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendabarsan Negan
(Lembaran Negara Republik Indonesie Tubun 2001 Nomor S, Tambahao

Lembarap Negara Republik Indonesiz Nomor 4355):

1. Undang-1/ndang Nomor 10 Tahun 2004 tenlang Pembentukan Poraturen
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004
Nomor 53, Tambshan Lemburan Negara Republik Indonesio Nomor 4389);

14. Undang-Undang Nomor 1§ Tahun 2004 teatung Pemcriksuan Pengelolaan
dan Tanggung Jawsb Keusngan Negara (Lombaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lewhaman Negura Republik
Indoncaia Nomor 4400); .

14, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemecrittwhan Dacrzh
(Lembarin Negarz Republik Indoncsia Tahan 200¢ Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nemor 4437) schagaimana telzh
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
WHMTMMNWIM,TWWW
Repudlik Indonesia Nomor 4548),

16. Undeng-Undang Nomor 33 Tehun 2004 tentang Perimbangan Keuangar
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintohan Daerah (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tuwmbahun | embarn Negara
Republik Indonesia Nomor 4438),

7. Peraturan  Pemerintah Nomor 41 Tohun 1999 tentang  Peagendalian

Pencemaran Udara ([emboran Negara Republik Ilndonesia Tabun 1999
Notor 86, Tamibahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok
bagi Keschatan (Lembaran Negera Republik Indonesia ‘lahun 2003 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teatang Pengelobuun Keuungan
Dacrah (Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
T'ambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinsan
dan Pengawasan Peoyelenggaman Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahun Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593 );

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 entang Pembagian Ursan
Pemerintzhan  antara  Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinst dan
Pemerintghun Daerah  Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tshun 2007 tentung Pengelvlaan Uang
Negara/Dacrab (Lembaran Negurs Republik Indoncsla Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

23. Peraturun Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Dacrah (Lembaran Negars Republik [ndonesie Tahup 2007 Nomor §9,
. Tambahan Lembaran Negare Republik Indoncsia Nomor 4741 );

24, Keputusan Preslden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelengparaan Pemerintahar Daerah;

25, Peraturan Menteri Dalam Negevi Nomor 13 Tahun 2006 wentang Pedoman
Pengelolaan Keuengan Dacrah sebugaimana telah diubah dengan Perdiurin
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 [ahun 2007;

26. Peruturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Dacrah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 teniang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum Dacrah;

28, Peraturan Menteri Dalam Negeri Womor 17 Tahun 2606 tentang Lembaran
Daerah dan Berita Daerah,

29, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 (enumg
Pengawasun Peraturan Dacrah dan Peraturan Kepala Daerab;

30. Keputusan Menteri Kesehatan Normor : 131/MENKES/SK/1/2004 Tahun
2004 tentang Sistem Keschatan Nasional;

31, Peraturun Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keschatan No. 34
Tabun 2005 No.l1l38/Menkes/PB/2005 tentang Penyelenggarnan Kotu

Schat;
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32. Peratwan Daceuh Kow Padang Panjung Nomor 18 Tabun 2004 tentung
Rencanu Strategis Nacrah Kola  Padang  Ponjing, Taiwn  2004-2008
(Lembaran Doaeraib Kot Podang Pangang Taln 2004 Nonwe 31 Seri 1170

33, Peruturan  Daerah Kota Padang Panjang lomor 1 ‘lahun 2008 tentang
Pembeniukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekeetarial
Dewan Perwakilan Rukyat Deerah Kota Padang Panjang (Lembaran Dacrab
Kota Padang Panjung Tubun 2008 Nomer 1 Seri D.1);

34, Peraturan Daerash Kota Padang Panjeng Nomor 2 Tahun 2008 lemang
Pembentuken Organisasi dan Tats Kerja Dinas Duerah di Lingkungan
Pemerintah Kotz Padanp Panjang (Lembaran Daerash Kotz Padang Panjang
Tahun 2008 Nomar 2 Seri D.2);

35, Peraturar Daerch Kota Padang Panjung Nomor 8 Tahun 2008 tenteng
Pokok-pokek Pengelolsan Keuangan Duerah (Lembarn Dueerah Kotn
Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E2).

36. Peraturan Dmerah Kota Padang Panjeng Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Kawasan Tanpa Asap Rokok dun Kawasan Tertib Rokok (Lembaran Deerah
Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 8 Scri E.4).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAT KOTA
PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN
TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1]

Dalam Peraturan Welikota ini yang dimeksud dengan :

|. Daerah adalah Kota Pudanyg Panjang.

2. Pemerinteh Duerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyclenggara Pemeriniahan Dacrah.

3. Kepala Daersh adalah Walikola Padung Panjung.

4, Tempat Umum adaluh sarana yung dapat digunakan oleh seluruh lapisun
masyarukat untuk berbagal kegiatan,

3. Satmen Pendidikan adalah susiu tempat dimona dilakukan proses belajar
mengajar scperti  sekolah, Lembaga Keterampilan/kursus, sanggar,
TPASTPSA dan tempat belujar luinnye. -

6. Tempat kegiaten ansk-anek adalsh tempat yang diperuntukkan untuk
kegiatan anak-anak seperli tempat penitipen anuk, tempat pengasuhan anak,
taman bermain anak dan lainnya,

7. Tempat ibadah adalah saruna untuk melaksanaken ritual keagarmuan seperti
mesjid termasuk musholla, gereja termuswk kapel, purs, wihara, klentony
dan tempat ibadah lainnya.

8, Tempat proscs belujer mengajar adalah tempat berlungsungaya kegiatan
belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah,
nermriian Hnoel femnat bosus. TPOYVTPSO. termasuk ruang perpustakaan,
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ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnyn,

9, Tempat pelayanan keschatan adalah tempet yang digunakan untuk
menyclenggarakan upaya keschatan seperti rumah  sakit, puskesmas,
poliklinik kcschatun, pusat/balai pengobatan, rumah  bersalin,  balai
kesehatan ibu dan anuk, temput praktek dokter, tempat prakick bidan, pos
yandu, toko obat atau apotek, laboralodium dan t«mpat kesshatan lainnya

10. Angkutan umum adalah alat angkutan bugi masyarakat yang dapat berups
kendaramm darat, sir dan udara,

11. Rokok adalsh hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu ataw
benfuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana
rusticu dan spesies lainnya atau sintetisnyy yang mengundung nikotin. tar
dan zat adiktif dengan atau tunpa bahun tambahan.

12. Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah wilayah dimana tidak diperbolchkan
sama sckali untuk merokok di kawasan tersebul,

13, Kawasan Tertib Rokok adalah wilayah dimana perokok diperbolehkan
merokok pada suatu tempat khusus yang telah disediakan schingga tidak
membabeyakan crang lain.

BABII
KAWASAN TANPA ASAP ROKOK
Pasal 2

(1) Kawnsan Tanpa Asap Rokok adalah wilayah dimana tidak diperholehkun
merokok pada kawasan tersebut,

(2) Kawasun Tanpa Asap Rokok sebapaimuna dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
a. Tempat pelayanan kesehatan,
b. Tempat proses belajar mengsjar;
¢. Tempat ibadah;
d. Tempat kegiutan anak-anak; dan
e, Angkutan umum.

Pasal 3

(1) Pada setiup pintu masuk Kewasan tanpa asap wkok sebaguimana dimaksud
dalam Pasal 2 avat (2) huruf a, b, ¢, dan d wajib ditempatkan pengumuman
yang bertuliskua “ANDA MEMASUKI KAWASAN TANPA ASAP
ROKOK" dengan ukuran minimal 60 em x 120 cm dengan lstar belakang
berwama putih dan tulisan berwama hitam.

(2) Pada setisp ruangsn yang terdapet pada kewasan tanpa ssap rokok
sebagaimina dimaksud dalam Pasul 2 ayat (2) huruf 4, b, ¢, dan d wajib
ditempatken pengumuman yang berlulisken “"DILARANG MERODKOK™
dengan ukuran minimal 15 cm x 30 em dengan latar belakang berwarna
putih dengan tullsan berwarna merah,

(3) Terhadap Pimpinan dan/atau Penanggung juwah kawasan tanpa asup rokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hurul'a, b, ¢, dan d yang tidak
menyediakan pengumuman sehagaimana dimaksud peda ayal (1) dan ayal
(2) diberikan teguran secara leriulis oleh Kepala Daerali.
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G Apuond caiem jengak wakln JO har ierhining seisk dueiimanya ieguran
sebugaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan dan/alau penanggung jawab
kawasan tanpa asup rokok sebagnimana dimeksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf & b, ¢, dan d, masih belum menyediaksn pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan sanksi administrosi sesuai
dengan Peraturan Daerah,

Pasal 4

1) Padu setiap cuangan angkuton umuin wajib ditempsthan pengumuman yang
bertuliskan “DILARANG MLEROKOK” dengan ukuran minimal 10 cm x 20
cm dengan latar belakang berwarnn putih dun wlisan berwama meruh dan
ditempatkun pada tompat yang dapat terlibat oleh penumpang.

{2) Khusus untuk angkutan umum bendi ukuran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) minimal 5em x 10 em

(3 Terhadap pengusaha atau pemilik angkutan umum yang tidak menycdiakan
pengumuman sehagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan teguran secara
tertnlig.

(#) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhiung sejak diterimanya
teguran sebagaimena dimoksud prda aval (3), peogusaha atau pemilik
enghatan umumy masih belun menyedivkan  pergumwnan  sebagaimana
dimnaksud pada ayul (1) nkan dijatubkan sanksi administrasi sesuai dengan
Peraturan Daerah.

BAB ITI
KAWASAN TERTIB ROKOK

Pasal 5

(1) Kawusan  Tertib Rokok adalah wilayah dimana hanya diperbolehhan
merokok pada iempat khusus yang telah disediakan.

(2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
4 lempat wnum yaitu kawasan wisats, hotel, restoran, rumah makan,
pasar, dan icrminal; dan
b. tempat kerja yaitu kantor pemerintah, kantor swasta, pabrik dan industri

lainnya.

Bapgian Pertama
Kawasan Wisutu

Pasal 6

(1) Pada setiap pinw masuk tempat yang difungsikan sebagai knwisun wisata
wajib ditempatkan pengumuman yeng bertuliskan “ANDA MEMASUKI
KAWASAN TERTIB ROKOK™ dengan ukuran 60 em x 120 em dengan
Jutar belukang berwami pulih dan tulisan berwama hitam.
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(2) Puda setinp ruangoan werlutup yung lerdapal pada kawasun wisala wajib
ditemputkan pengumumun yang bermuliskan “DILARANG MEROKOK™
dengan ukuran |5 em x 30 em dengan latar belakang berwurna putih dan
tulisan berwarna merah,

(3) Pengusaha/Pemilik kawasan wisata berkewajiban menyediakan tempat
khusus unwk merokok yang perbandingan jumlsh mimimainva adalah
1 (satu) buah per | hektar dari Juas lokasi.

(4) Temput merokok sebagaimuana dimaksud pada nyat (3) dengan ukuran 2 m x
3 m dengan dilengkapi alat penghisap udura stan memiliki sickulesi udarn
yang memenuhi persyaratan,

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud puda ayat (3) diberlukukan bertahap bagi
pengusahe/pemilik kawasan wisala yang luasnya lebih dari 2 (dua) lcktar,

(6) Terhadap pengusahy atau pemilik kawasan wisata yang tidak menyediakan
pengumuman sebaguimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan
teguran secara tertulis,

(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanys
leguran scbagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusaha atau pemilik objek
wisala masih belum menyediskan pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) akan dijatuhkan sanksi administrasi sesual dengan Peraturan Daerah,

Bagiun Kedun
[lotel

Pusal 7

(1) Pada setiap pintu masuk hote]l wajib ditempatkun pengumuman yang
bertuliskan “ANDA MEMASUKI KAWASAN TERTIB ROKOK" dengun
ukuran 60 em x 120 cm dengan latar belukang berwarna putih dan tulisan
berwamna hitam.

{2) Di dalam setiap ruangan lerutup yang terdapal puda hotel wajib
ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “DILARANG MEROKOK"
dengan ukuran 15 em x 30 om dengan lator belakang berwarna putih dan
tulisan berwarna merah.

(3) Pada seliap kamar tidur yang terdupat pada hotel ditempatkan pengumuman
vang berluliskan “ASAP ROKOK ANDA MEMBAHAYAKAN
KESEHATAN TEMAN SEKAMAR ANDA™ dengun ukuran [5 cm x 30
em dengan [atar belakang berwarna putih dan wlisan berwarna merah.

(4) Pengusaha/Pemilik hotel yang memiliki jumlah kamar kurang dari 20 (dua
puluh) kamar berkewajiban menyediakan tempat khusus umuk merokok
dengan ukuran | m x 2 m dan berlaku kelipatannya dengan dilengknpi alat
penghisap udara atau memiliki sirkulusi udara yang memenuhi persyaratan.

(5) Terhadap pengusaha owu pemilik hotel vang tidak menyediakan
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aym (2) dan ayat (3)
diberikan leguran secara teriulis.
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(6) Apabile dalam jangka waktu 30 (tiga pulub) hari terhitung seiak diwrimanya
teguran scbagaimana dimaksud pada ayat (3), penguseha atau peniilik hotel
masih belum menyediakan pengumumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dljustubkan sanksi administrasi scsuai dengun Peraturan Daerah.

Bagian Ketigo
Hestoran/Rumsh Makan

Yosul 8

(1) Pada sctiap pintu masuk Rostoran/Rumab Mukan wajib ditemipatkan
pengumuman yang bertuliskan *ANDA MEMASUKI KAWASAN TERTIB
ROKOK" dengun ukuran 60 em x 120 em dengan laar belakang berwama
putih dun tulisan berwarna hitam.

{2) Pengusaha/Pemilik ResoranRumzh Muakan berkewajiban  memisahkan
wempat meja muken bagl pengujung yang merckok dan yanyg tiduk merokok
bagi Restoran/rumah makan vang memiliki meja mokan leblh dud 10
(scpuluh) buah,

(3) Terhadap pengusaha atau pemilik Restoran/Rumah Makan yang tidak
menyediakan pepgumuman sebagainmany dimoksud padu ayat (1} dan dan
memisahkun tempat schagaimana dimaksud pada ayar (2) diberikun teguran
sccara terlulis.

(4) Apabils dalam jungka walktu 30 (liga pulub) hari terhitung ssjak diterimanya
teguran scbugaimana dimaksud pada ayat (3), pengussha awu pemilik
Restorun/Rumah Makan yvang masih belum menvediaken pengumuman
sebagaimuna dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan sanksi edminisirasi scsvai
dengan Persturan Daeruh.

Baginn Keempat
Kawusan Pasur

Pasal 9

(1) Pada setiap pintu masuk tempat yang difungsikan sebagai Kawasan Pasur
wajib ditempatkan pengumuman yung bertuliskan "ANDA MEMASUKI
KAWASAN TERTIB ROKOK" dengan ukuran minimal 60 cm x 120 ¢m
dengan latar belakang berwama putih dan tulisan berwarns hitam,

(2) Pengelola/Penguseha Kawasun pusar yang memiliki jumleh ruangan tertutup
tempal  borjuslan sampai depgen 50 (lima puluh) bush berkewajiban
menyedinkan tempat khusus unlik merokok dengan ukuran 2 m x 3 m dun
beriaku kelipatannya dengen dilengkupi alat penghisap udara atau memillki
sirkulusi udara yang memenuhi persyuratan,

(3) Di dalam setiap ruangun tertutup yang terdeput pada kuwusan Pesue wajib
ditempatkan pengumuman, yang bertuliskan “DILARANG MEROKOK”
dengan ukuran ukaran 15 em x 30 cm dengan latar belukany berwama puth
dan tulisan berwama hitam.

(4) Pengelola/Pengusahe kawasan pasur yang tidak menyediakan pengumuman
sebagaimana dimaksud pacda avat (1) dan avar (2) dibesleon op n sapuee
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(5) Terhadup pedagong/pengsaha yung sienguiasm ruaoggan tertatup yaog Gzl
mnysilinkon pengumanon seboguimmon dimubsid peds avan (3 diberiban
fegurun seeara lenulis,

P0Y Agusbviles i jomgkn ki 30O (i paduh) bea tedsimg sepok diterinumya
teguran scbagaimang dimaksud puda ayat (4) dan ayat (5), Pengelols
kawasen pusar dan pedugang/pengusaha akan dijatubkan sanksi administrasi
sesuni dengan Peraturan Daeraby,

Bapgian Kelima
Kuwasan Terminal

Pusal 10

(1) Padn scliap pintu masuk tempal yang  dilungsikan scbagai Kawasan
Terminel wajib dilempatkin pengumuman yang berwliskan “ANDA
MEMASUKI KAWASAN TERTIB ROKOK” dengan vkuran 60 cma x 120
¢m dengan latar belakang berwama putih dan tulisan berwarna hitam.

(2) Di dalam #etiup ruangan tertutup yang tecdapat pada Kawasan Terminal
wajib  ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “DILARANG
MEROKOK" dengan ukuran 15 em x 30 cm denpan lutar belakang
berwuma putih dan tulisan berwarna merah,

(1) Pengelola kawasun terminal berkewsjibun menvedickan tempal khusus
unluk merokok yang perbandingan jumiah minimalnya adalah 1 (satu) buah
per | hektar dari luas lokasi terminal,

(4) Tempat merokok sebagaimana dimuksud pada ayat (3) dengan ukuran 2 m x
3 m dengan dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sirkulasi udara
yang merenuhi persyaratan,

Baginn Keenam
Kantor Pemerintzh

Pasal 11

(1) Padn setiap pintu musuk Kawasan Kantor Pemerintah wajib ditermpatken
pengumuman yeng bertuliskan “ANDA MEMASUK! KAWASAN TERTIB
ROKOK” dengan wkuran 60 cin x 120 cmi dengan latar belukang berwarna
purih dan tulisan berwarna hitam,

(2) Di dalam sctiup rumngan lertutup vang terdapat pada kawwsan Kanior
Pemerintah  wajib  ditempatkan  peogumuman  yang  bertuliskan
“DILARANG MEROKOK" dengan ukuran 13 ¢m x 30 em dengun |nwar
helakang berwarmna putih dan tulisan berwarna merah.

(3) Pimpinan Kawasan Kantor Pemerintah yang memiliki karvawun sampai
dengun 50 (lima pulub) orung, burkewajiben menyedinkan tempat khusus
untuk merokok dengan ukuran minimal 2 mx 3 m dan berlaku kelipatannya
dengan dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sirkulas| udara yany
mcmenuhi persyaratan.
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(4) Terhadap Pimpinan Kantor Pemerinigh Dacrah yang tidak menvediakan
pengumuman sebagaimana dimaksud puda ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
dijafuhi hukuman disiplin sesuui dengan ketentuan yang berluku,

(5) Terhadap Pimpinum Kantor Pemerinlah Pusat di Dasrah yang hdak
menyediaskan peagumuman scbagaimana dimaksud pada avat ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3) diberi peringalan secara tertulis.

(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhilung scjak diterimanya
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinun Kanlor
Pemerintah Pusat di Daerah dimaksud dilaporkan kepada atosan yang
bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Kantor Swastn

Pasxal 12

‘1) Pada setiap pintu masuk Kawaosan perkantoran Swasta wajib ditempatkun
pengumuman yang bertuliskan “ANDA MEMASUKT KAWASAN TERTIB
ROKOX" dengan ukuran 60 cm x 120 cm dengan Intor belakimg boerwarna
putih dan tulisan berwama hitam.

‘2) Di dalam seliap roungan tertutup yang terdapat pada kawasan perkantoran
Swasta wajib ditemputkan pengumuman yung bertuliskan  “DILARANG
MEROKOK" dengan ukuran 15 cm x 30 em dengan latar belukung berwarnu
putih dan tulisan berwarna merah,

‘3) Pimpinan Kawasen Perkantoran Swasta yang memiliki karyawan sampai
dengan 50 (lima pulub) orang, berkewajiban menyediakan tempat khusus
untuk merokok dengan ukuran minimal 2 m x 3 m dan berlaku kelipulunya
dengan dilengkapi alal penghisap udam atau memiliki sirkulasi udarn yang
memenuhi persyaratan.

'4) Terhadap Pimpipan perkantoran Swasty yang tidak menyedizkan
sehagaimuna dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan teguran
secara terfulis.

'5) Apabilo dalam jangka wakiu 30 (tige puluh) hari terhilng sejak diterimanys
teguran sebagaimana dimaksud puda ayat (4), Pimpinan Kantor Swasta
dimaksud dijatubi sanksi scsuai dengan Peraturan Dacrab.

Bagian Kedelapaa
Kuwasgan Industri/Pabrik

Pasul13

(1) Pada setiap pmtu musuk lempat yang difungsiken sebagal Kuowasan

Industri/Pabrik wajib ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “ANDA
MEMASUK] KAWASANM TERTIB ROKOK™ dengan ukuran minimal 60
am % 120 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tlisan herwarna

hitam.
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(2) Di dalum  seliwp  uangan  wrtutop  vang  terduput  puda kowasan
IndustriPabrik  wajib  ditcmpetken  pengumuman  yang  bertuliskan
“DILARANG MEROKOK" dengan ukuran minimal J 5 em x 30 cm dengan
latar belakang berwarna putih din tulisan berwarna meh,

(3) Pimpinan Kawasan Industri/Pabrik yang memiliki karyawan sampai denpan
10 (sepulub) orang, berkewajiban menyediakan tempat khusus untuk
merokok dengan ukuran minimel | m % 2 m dan bedaku kelipatannys
dengan dilengkapi alet peoghisap udars atau memiliki sirkulasi udaru yang

memenuhi persvaratan,

(4) Tethadap Pimpinan IndustriPacrik  yaoy tidak menyediakan ol
schagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan aya (3) diberikan teguran
secara tertalis

(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) bari terhitung s¢jak diterimanya
teguran schagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinen Indusiri/Pabrik
dimaksud dijatuhi sanksi scsuai dengan Peraturan Daztall,

BABIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pusal 14

(1) Masyarkat dupat berperan serta sceara akiif dalam mewujudkan Kawasan
Tarpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok.

(2) Peran serta masywrekat baik perscorangan moupun  berkelompok
sebagaimana dimaksud pada avat (1), dapal berbentuk : ;
4. penguwasan pcleksanaan Peraturen Daemh tentang K !
Asap Ra;n: ki:ﬂ Kawasan Terlib Rokok dalum bm“i: Bk
- memberikan leguran/peringatan secara | kepada
merokok tidak peda empetnys; < i
- menyampaikan lapormn kepada  instungi vang berw
pelanggaran Peratursn Dacruh = - Sy
dan Kawasan T'ertib Rokok e i - o Aso Rokeok

b. pm:b;rlja;xlmh;:z:::ingm dan mjk:::};jul}in SCta penyebarluasan datg
Pencrangen, sosialisasi, aks; sosial, lui sgn:::it:: ;L?:;;;Hdil-mtﬁin

& menumbuhkembangan budaya dan o :
dalam sctinp akifitas chi d“m?:. 0 prileku hidup schat anpe rokok

d. menetapkan kg
avwasanskewasan |y
sebagai kawasan tanpa avap ;::lli beln digtay dalam peraigryp,

kawasen tertip rogol



BABIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Baglun Kesatu
Pembinsan

Pasal 15

Pemerintah Deereh berkewajiban : )

a. menyelenggurukun kawussn tanpa asap rokok dun terlib rokok di setiap
tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok dan kawasan
tertib rokok;

b. memberikan dukunpan dan/atau memfasilitasi upaya-upaya masyarakal
dalam melaksanakan ketentuan sebagaimona dimaksud dalam Tasal 14,

Pasal 16

Pembinann peluksanaan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok
dapat dilakuken dalam bentuk perumusan kebijakan-kebijakan pemcrintah
daerah dolum mewujudkan pola hidup sehat tanpa rokok,

Bagian Kedua
Pengawusan

Fasul 17

1) Peragrintah  Daerph  bersama-sama  masyarakal, badan, lembogn atau
organisusi kemasyarakalun melakukan pengawasan peluksanuan kawasan
tanpa asap rokok dan kuwusun tertib rokok.

:2) Pengawasun sebagaimana dimuksud pada ayst (1) dapal dilakukan dalam
bentuk monitoring dun evaluasi baik terhadap materi maupun pelaksanaan
Peraturan Duerah, Peraturan Kepala Daerah dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB V
SANKSI
Pasul 18
1) Pimpinun Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang membidangi tugas di bidang

Kesehatan bertanggungjnwab mengkoordinir terwujudnya Kawasan Tanpa
usap Rokok dan Kywasan Tertib Rokok,

2) Kepala Sutuan Kerjo Perangkut Duersh yang berwenung  melukukan
pembinaan terhadap kuwasan-kawusan yang dinyatakun schagui kawasan
tmin' asap rokok dan kuwasan tertib rokok berkewajiban memberikon
sunksi,

:3) Sanksi sebagaimana dimaksud padu ayat (2) sesuai dengan ketentuan dulym
Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawas:«, Tertib
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Rokok.

) Formul suksi sebugoimmis pang dimoksed pada syl (2 duan () sesupi
dengon peraturan perundang-undungin yang berlnku

BAB VI
IKLAN DAN PROMOSI

Paxal 1Y

Pemerintah Daerah tidulk menerima pemasangan iklan rokok pada media cotuk
luar ruangan di wilayah Kota Padang Panjang.

BAB VI
PFENUTUP
Pasal 20
Peraturan Walikota ini berlaku semenjuk tunggnl ditetapkun.

Agar setiup orang mengelahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan pencmpatannya dalam Lembarun Daerah Kol Padang
Panjang.

Diundangkan di : Padang Pani
pada tanggel g Panjung




